
 
 

 

 

 

 

 

 
 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  2  TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

 Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23     

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019         

Nomor 157); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019         

Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 

2023 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2023 Nomor 9); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 

2024 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 9); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 
 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa 

laporan keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah  Rp3.730.420.012.925,76 

b. Belanja Daerah  Rp3.697.575.974.929,23 

Surplus    Rp     32.844.037.996,53 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan Rp     76.377.858.730,47 

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp     20.150.000.000,00 

a) Pembiayaan Neto      Rp     56.227.858.730,47 

b) Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun  

Berkenaan          Rp     89.071.896.727,00 
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Pasal 3  

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah 

sejumlah Rp185.996.557.266,24 dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Anggaran pendapatan daerah 

setelah perubahan   Rp3.916.416.570.192,00 

2. Realisasi  Rp3.730.420.012.925,76 

Selisih Kurang (Rp   185.996.557.266,24) 

b. Selisih  anggaran  dengan realisasi belanja daerah 

sejumlah     Rp277.185.595.992,77 dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Anggaran  belanja  daerah setelah  

perubahan   Rp3.974.761.570.922,00 

2. Realisasi                      Rp3.697.575.974.929,23 

Selisih Kurang   (Rp   277.185.595.992,77) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah 

Rp91.189.038.726,53 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Defisit setelah perubahan (Rp     58.345.000.730,00) 

2. Realisasi                       Rp     32.844.037.996,53 

 Selisih Lebih    Rp     91.189.038.726,53 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 

pembiayaan sejumlah Rp2.117.141.999,53 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan  

 setelah perubahan     Rp   78.495.000.730,00 

2.  Realisasi    Rp   76.377.858.730,47 

 Selisih Kurang  (Rp     2.117.141.999,53) 

e. Selisih kurang/lebih Anggaran dengan realisasi  

pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan 

rincian sebagai berikut  : 

1.  Anggaran pengeluaran pembiayaan  

 setelah perubahan  Rp   20.150.000.000,00                   

2.  Realisasi  Rp   20.150.000.000,00 

 Selisih   Rp                          0,00 

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

sejumlah Rp2.117.141.999,53 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Anggaran pembiayaan neto  

 setelah perubahan       Rp   58.345.000.730,00 

2. Realisasi                    Rp   56.227.858.730,47 

 Selisih Kurang  (Rp     2.117.141.999,53) 
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Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 

sebagai berikut : 

a. Saldo anggaran lebih awal  Rp    76.370.858.730,47 

b. Koreksi saldo awal   Rp                         0,00 

c. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih  

sebagai Penerimaan pembiayaan  

Tahun Berjalan   Rp    76.370.858.730,47 

d. Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran        Rp    89.071.896.727,00 

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun  

Sebelumnya   Rp                          0,00 

f. Lain-lain   Rp                          0,00  

g. Saldo anggaran lebih akhir  Rp    89.071.896.727,00 

 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  c 

sebagai berikut : 

a.  Jumlah Aset  Rp7.244.064.023.051,83 

b.  Jumlah Kewajiban  Rp     75.718.521.968,50 

c.  Jumlah Ekuitas Dana  Rp7.168.345.501.083,33 

 

Pasal  6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1   

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember 2024 sebagai berikut : 

a. Surplus Kegiatan Operasional 

       Rp  491.257.357.231,39  

b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

      (Rp    54.083.950.932,28) 

c. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 

       Rp                        0,00 

d. Surplus Laporan Operasional 

       Rp  437.173.406.299,11 

 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  

huruf e sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per  

 1 Januari 2024   Rp   78.757.680.302,73 
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b. Arus kas bersih dari 

Aktivitas Operasi   Rp 456.899.992.944,16 

c. Arus kas bersih dari 

Aktivitas investasi   (Rp 424.205.954.947,63) 

d. Arus kas bersih dari 

Aktivitas pendanaan   (Rp   19.993.000.000,00) 

e. Arus kas bersih dari 

 Aktivitas non anggaran   Rp        826.334.220,00 

f. Saldo akhir kas per  

 31 Desember 2024   Rp    92.285.052.519,26 

 

Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf f sebagai  berikut : 

a. Ekuitas awal    Rp6.728.905.682.222,45 

b. Surplus 

Laporan Operasional   Rp   437.173.406.299,11 

c. Dampak kumulatifPerubahan kebijakan/ 

 Kesalahan mendasar   Rp       2.266.412.561,77 

d. Ekuitas akhir    Rp7.168.345.501.083,33 
 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif  atas pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a.  Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan 

daerah dan    organisasi; 

Lampiran I.2 :  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
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Lampiran I.3 :  Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok,dan jenis pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 

Lampiran I.4. :  Rekapitulasi realisasi belanja 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan 

dan sub kegiatan; 

b.  Lampiran II :  Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

c.  Lampiran III :  Laporan Operasional; 

d.  Lampiran IV :  Laporan Perubahan Ekuitas; 

e.  Lampiran V :   Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g.  Lampiran VII :  Catatan atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 

Piutang yang Tak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir 

dan Penyisihan Dan Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi 

Dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2024 dan dianggarkan 

kembali dalam tahun berikutnya; 
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t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah; 

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; dan 

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal  11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

Pasal 12 

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 15 Agustus 2025 
 

BUPATI GRESIK, 

 

TTD 

 
 

FANDI AKHMAD YANI 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 15 Agustus 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, 

 

TTD 

 

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 2 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 133-

2/2025 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  2  TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

I. UMUM 

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibarengi dengan Desentralisasi 

Fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem 

Pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju 

desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada 

Daerah, termasuk kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan 

berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan 

pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipatif. 

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses 

pengambilan keputusan dan memudahkan pengukuran tentang sejauh 

mana kinerja pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah ini 

mengatur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 

berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, 

laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, 

laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan 

keuangan, dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan badan usaha milik daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas.  

Pasal 2 

Cukup jelas.  

Pasal 3 

Cukup jelas.  

Pasal 4 

Cukup jelas.  

Pasal 5 

Cukup jelas.  

Pasal 6 

Cukup jelas.  

Pasal 7 

Cukup jelas.  

Pasal 8 

Cukup jelas.  

Pasal 9 

Cukup jelas.  

Pasal 10 

Cukup jelas.  

Pasal 11 

Cukup jelas.  

Pasal 12 

Cukup jelas.  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025  

NOMOR 2 

 


